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ABSTRACT

As a result of this current development, there are some groups of individuals to follow the new developments that are considered modern and leave the old because it is old-fashioned. With the change as it is today, which is experiencing growth often occurs many contradictions either individually or in groups, because the individual or group that there are pros and cons of the change. At the party who wants to oppose or resist the times are headed kepembaharuanakan crushed by renewing itself and would of competition on the teaching reform concerning values ​​and morals. If it turns out such actions constitute a criminal act of abortion provokatus then look for who the perpetrators of such acts. The subsequent police search for explanations to the people who know the act was committed, nor evidence as conclusive evidence. Furthermore, police did arrest the person who did the deed. Similarly, laws concerning the interests of health, many are no longer relevant to protect the parties in the healthcare system with advanced technology. Finally the criminal law by law enforcement officers, are required to be more creative in studying and following the development of modern law that always adjusts development and social change in society
ABSTRAK
Akibat dari perkembangan sekarang ini, ada beberapa kelompok individu mengikuti perkembangan baru yang dianggap modern dan meninggalkan yang lama karena dianggap kuno. Dengan adanya perubahan seperti sekarang ini, yang sedang mengalami perkembangan seringkali terjadi banyak pertentangan-pertentangan baik individu maupun secara kelompok, Karena dalam individu ataupun kelompok itu ada yang pro dan kontra terhadap perubahan itu. Pada pihak yang ingin menentang atau melawan perkembangan zaman yang menuju kepembaharuanakan digilas oleh pembaharuan itu sendiri dan akan tersaing pada ajaran pembaruan yang menyangkut nilai dan moral. Apabila ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan abortus provokatus kriminalis maka mencari siapa pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya polisi tersebut mencari keterangan-keterangan kepada orang-orang yang mengetahui perbuatan itu dilakukan, juga barang bukti sebagai bukti-bukti yang meyakinkan. Selanjutnya polisi melakukan penangkapan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Demikian pula peraturan hukum yang menyangkut kepentingan kesehatan, sudah banyak yang tidak relevan lagi untuk melindungi para pihak dalam sistem kesehatan dengan teknologi maju. Akhirnya hukum pidana melalui aparat penegak hukumnya, dituntut untuk lebih kreatif dalam mempelajari dan mengikuti perkembangan hukum modern yang selalu menyesuaikan perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat.

PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul
Negara Indonesia adalah sebagai negara berkembang dengan di barengi oleh perkembangan teknologi serta kemajuan ilmu pengetahuan Kedokteran, dokter dalam mengoperasionalkan profesinya di masyarakat mengalami dilematis sementara ilmu pengetahuan kedokteran sudah demikian majunya  sedang ilmu hukum masih ketinggalan zaman.
Kenyataan sekarang kemajuan ilmu-ilmu kedokteran berkaitan dengan ilmu hukum seperti Abortus, bayi tabung, Euthanasia dan sebagainya masih belum ada pengaturannya secara tegas. Oleh karena itu apabila terjadi kasus antara dokter dengan penderita atau pasien, bagi aparat penegak hukum tidaklah mudah untuk menentukan siapa yang bersalah sebab dokterpun sebagaimana mestinya harus juga mendapatkan perlindungan hukum.
Kemajuan ilmu kedokteran dan perkembangan teknologi sangatlah penting perananya dalam rangka penegakan hukum pidana. Dalam hukum pidana, ilmu kedokteran digunakan untuk membantu menemukan kebenaran materil dalam proses peradilan disebut ilmu kedokteran forensik, atau ilmu kedokteran kehakiman sedang aturan hukum tentang pelayanan kesehatan atua pengobatan disebut hukum kedokteran kesehatan atau hukum kesehatan.
Dengan adanya perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu kedokteran serta adanya peraturan hukum yang ketat namun masih banyak orang yang melakukan tindakan abortus provokatus bahkan di dalam masyarakat kita terutama kota-kota besar sering terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya dengan jalan abortus baik secara klasik maupun modern.
Pembunuhan atau pengguguran kandungan merupakan kejahatan serta perbuatan terkutuk yang dapat mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat dan negara. Di beberapa negara terutama negara-negara barat abortus juga ada yang di lakukan karena untuk menyelamatkan janin ataupun bayi yang  ada dalam kandungan, hal ini mengingat janin atau bayi yang ada dalam kandungan sudah dapat diklasifikasikan cukup umur dan mampu hidup di luar kandungan, sedang ibu yang mengadungnya dalam keadaan meninggal atau mati. Kejadian seperti ini perlu diadakan penyelamatan janin atau bayi mengingat umurnya sudah dapat dikatakan sempurna.
Bentuk abortus yang lain dilakukan untuk pengobatan atau indikasi medis dan indikasi psikologis, juga abortus provokatus yang dlakukan dengan niat jahat. Hal tersebut diatas ditegaskan dalam Undang-undang, namun bisa dijadikan pengecualian dari pasal-pasal KUHP tentang larangan pengguguran kandungan sebab perbuatan tersebut pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana di sebutkan oleh R.Soesilo dalam bukunya komentar pasal-pasal KUHP, yaitu “Apabila dokter dan sebagainya menggugurkan atau mematikan kandungan untuk alasan-alasan KB, untuk menolong jiwa atau menjaga kesehatan perempuan tidak dihukum”.

Dengan demikian pasal-pasal yang mengatur tentang larangan pengguguran kandungan yang ada dalam KUHP sudah tidak efektif lagi dan ketinggalan zaman. Di negara-negara modern ada yang sudah memperbolehkan atau melegalisasikan  segala bentuk abortus, ada yang sebagian masih dalam taraf memperjuangkan agar abortus di legalisasikan. Tetapi banyak negara terutama negara-negara berkembang dan negara pusat agama seperti negara Indonesia masalah abortus adalah masalah yang perkara di dalam masyarakatnya masih tetap sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang- undang negara.
Ilmu kedokteran dewasa ini maju dengan pesat dari alat-alat diagnostik yang serba elektronis dan komputer sampai pada peralatan terapi sudah serba mutahir. Contoh orang yang mengalami kegagalan ginjal tidak harus segera mati kepadanya masih bisa diberikan kesempatan perpanjangan melalui alat pencuci ginjal sampai kepencangkokan ginjal, demikian juga jantung yang sudah rusak pun dapat  di ganti dengan jantung buatan. Dalam dunia ilmu kedokteran ternyata obat-obatan juga mengalami kemajuan kearah sempurnanya pengobatan bagi penyakit. Melihat kenyataan itu makai lmu hukum harus dapat menyesuaikan dengan ilmu kedokteran  alasan subyektif.
Abortus provokatus merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap janinyang masih ada dalam kandungan, pembunuhan ini termasuk perbuatan melawan hukum.
Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum pidana terhadap perbuatan abortus provokatus yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun oleh dukun secara melawan hukum.
B.  
Perumusan dan Pembatasan Masalah
Abortus adalah pengguguran kandungan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan. Tindakan-tindakan untuk  menggugurkan kandungan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain Indonesia diatur di dalam kitab Undang-undang hukum pidana di bawah bab kejahatan terhadap nyawa orang dan  bab kejahatan melanggar kesusilaan, kecuali berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan pembenar tindakan tersebut dipidana siapapun pelakunya. Tetapi tidak semua pengguguran yang dilakukan oleh manusia tersebut bertujuan untuk niat jahat, sebab pengguguran kandungan atau abortus provokatus mempunyai tujuan yang luas, sebagaimana abortus yang dilakukan manusia karena kegagalan KB. Walaupun program keluarga berencana yang di organisir oleh pemerintah untuk membatasi angka kelahiran yang dengan menggunakan bermacam-macam alat kontrasepsi sudah bisa dikatakan berhasil, namun masih ada yang mengalami kegagalan karena alat kontrasepsi yang tersedia tersebut masih belum sempurna sehingga merasakan melakukan abortus provokatus.
Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan masalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana proses penyelesaian perkara abortus provokatus kriminalis dan medisinalis ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi profesi kedokteran mengenai tanggung jawab pidana ?
KERANGKA TEORITIS
A.  
Pandangan Hukum dan Kriminologi Tentang Abortus
Dalam masyarakat yang teratur tiap orang dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam perbuatan, ucapan maupun dalam pikirannya di batasi oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakatnya. Ia tidak dapat berbuat berkata dengan semau-maunya yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik dengan orang disekitarnya. Kalau masyarakat atau setiap orang berbuat sekehendaknya maka masyarakat yang demikian akan menjadi kacau untuk itu masyarakat tersebut harus tunduk pada norma-norma yang ada.
Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan ada yang ditetapkan dalam peraturan hukum. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan misalnya membunuh, mencuri, menganiaya, mencemarkan nama baik  orang lain dan sebagainya.
Dari kesekian perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam masyarakat sebagian  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan, ini termasuk dalam Undang-undang yang tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam bentuk Undang-undang secara formal.
Perbuatan tersebut timbulnya dari hati nurani manusia itu sendiri dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang patut dan apa yang tidak patut. Masyarakat sendiri menetapkan tata tertib dalam pergaulan hidupnya.
Salah satu perbuatan yang dilarang dari KUHP dan ditentang oleh masyarakat adalah abortus provokatus kriminalis, yaitu sejenis pengguguran kandungan yang diancam dengan pidana yang ketentuannya diatur dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dimasukkan dalam kejahatan terhadap nyawa. Jadi abortus provokatus kriminalis merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana berat.
Abortus provokatus kriminalis jelas tidak mendapat tempat dihati sanubari bangsa Indonesia yang mempunyai falsafah pencasila. Abortus provokatus kriminalis merupakan wujud pembunuhan terhadap kandungan yang tidak dapat dibenarkan ini jelas bertentangan dengan dasar negara kita mengingat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusian Yang Adil dan Beradab.
Dalam perkembangannya tidak selamanya abortus provokatus tersebut bertujuan untuk motif kejahatan kenyataan ada dalam masyarakat dunia kedokteran abortus provokatus dilakukan bertujuan untuk hal yang positif ini terjadi dimana wanita yang hamil berdasarkan tinjauan ilmu kedokteran harus digugurkan karena kalau tidak dilakukan hal ini bisa mengancam keselamatan jiwa manusia ( indikasi medis )Yang disebut abortus provokatus medisinalis.
Di zaman yang sudah modern ini keadaan menjadi lain peradapan manusia dalam berpikir sudah demikian majunya, hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam mencari untuk mencukupi kebutuhannya mengarah pada persaingan yang tidak sehat tekanan ekonomi makin menghimpit meningkatnya kejahatan dan sebagainya. Dengan keadaan yang demikian ini maka manusia berusaha mencari jalan keluar bagaimana agar ia mampu dan bisa bertahan untuk mencukupi kebutuhannya. Jalan keluar yang ditempuh itu kadang-kadang bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. 
Dalam ilmu kedokteran abortus itu diartikan sebagai keguguran atau gugur yang terjadi dengan sendirinya. Keguguran yang disengaja penyebutannya sebagai abortus provokatus juga bisa disebut  sebagai abortus buatan. Dalam ilmu hukum abortus diartikan yaitu 
”Lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan. Dalam pengertian ini perhatian dititik beratkan kepada kalimat oleh suatu atau  perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan”.

Menurut hukum perdata bahwa setiap orang adalah pembawa hak sedang hak itu ada sejak manusia itu lahir dan berakhir pada saat meninggal dunia bahkan jika kepentingan menghendaki berlakunya manusia sebagai pembawa hak biasa berlaku surut sehingga bayi yang masih ada dalam kandungan sudah dianggap hidup seperti yang tercantum pada pasal-pasal BW.
Untuk selanjutnya bagaimana tinjauan dan pandangan hukum kesehatan mengenai abortus, sebelum membahas abortus ditinjau dari hukum kesehatanPertama-tama harus mengetahui apa arti hukum kesehatan, Menurut pendapat H. JJ Leenen, 1972 yang diterjemahkan oleh Prof. Dr. Soejono Soekanto dan Herkutanto, dalam terjamahan berbunyi :
“Hukum kesehatan mencakup semua aturan hukum, yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang terganggu atau tercemar, dan penerapan aturan-aturan hukum perdata serta hukum pidana, selama aturan-aturan itu hubungan-hubungan hukum dalam pemeliharaan kesehatan langsung dengan dokter adalah hukum mengenai perawat pencegah wabah dan seterusnya”.

Penjelasan yang diberikan oleh W.B. Van der Mi jn,  nampak lebih sempit apabila dibandingkan dengan uraian yang diberikan oleh H.J.J. Leenen. Juga penjelasan yang diberikan oleh W.B. Van der Mi jn, tidak singkron dengan penjelasan terhadap Undang-undang No. 9 Tahun 1960, dan Undang-undang Tentang Kesehatan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dari UU. No. 6 Tahun 1963 , UU. No. 23 Tahun 1992 dan Sekarang UU. No. 36 Tahun 2009
Ilmu hukum kesehatan merupakan pengkhususan atau cabang ilmu hukum, dan bukan cabang ilmu kedokteran  sebagaimana halnya dengan ilmu kedokteran forensik. Dalam rumusan ini Leenen berusaha menyusun landasan atau kerangka berpikir untuk memasukkan hukum kesehatan sebagai bagian dari ilmu hukum umum. 
Apabila abortus dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut di atas maka perbuatan abortus termasuk dalam kategori konsep hukum kesehatan, dan dalam hubungannya dengan hukum pidana, dalam hal ini abortus provokatus kriminalis termasuk dalam bidang malapraktek. Akan tetapi apabila perbuatan abortus provokatus itu dilakukan untuk alasan kesehatan atau pengobatan ( Indikasi medis ), secara implisit hukum kesehatan memperbolehkan tindakan abortus  dan bahkan mendukung agar segera di adakan pengaturannya, Terhadap perbuatan abortus provokatus untuk kepentingan kesehatan atau pengobatan ini sangat relevan menurut pasal-pasal Undang-undang No.36 tahun 2009, yaitu disebutkan pengertian kesehatan meliputi kesehatan badan, rohani dan sosial untuk menuju kearah kesejahteraan.
Karena dalam Undang-undang No.6 tahun 1963 yaitu Undang-undang tentang kesehatan belum menunjuk atau mengatur perlindungan kepada para pihak yang berkepentingan, maka untuk melendungi dokter atau para pihak yang mampunyai kepentingan agar perbuatan dokter dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan abortus, maka pengaturannya segera dilakukan secepatnya.
Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa abortus atau pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang tanpa alasan yang dibenarkan maka dinilai sebagai perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminil. 
Sebelum penulis menguraikan pandangan atau tinjauan  kriminologis tentang abortus, maka terlebih dahulu apa arti kriminologi itu sendiri :
“Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum pelanggaran hukum realisasi atau pelanggaran hukum”.

Menurut pendapat klasik menyatakan Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delikkwensi dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial, jadi ruang lingkupnya yaitu proses terjadinya hukum (pidana) penyimpangan terhadap hukum atau pelanggaran, dan reaksi atas pelanggaran-pelanggaran tersbut, Kriminologi mencakup tiga bagian pokok yakni:
a. Sosiologi hukum (pidana) yang meneliti dan menganalisa kondisi – kondisi dimana hukum pidana berlaku.
b. Etiologi kriminil yang meliputi serta mengadakan analisa terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan.
c. Penologi yang ruang lingkupnya adalah pengendalian terhadap kejahatan.
Dari kedua pengertian tersebut di atas dapatlah  di ambil kesimpulan, abortus atau pengguguran kandungan niat jahat di masyarakat terjadi bukan hanya keadaan sosial atau tekanan ekonomi saja, melainkan masih banyak lagi seperti, akibat perkosaan, hamil diluar pernikahan, hamil yang tidak di inginkan juga mungkin kegagalan KB.
Keadaan seperti itu harus secepatnya di tanggulangi atau di cegah Pencegahan mana dapat dilakukan dengan dua upaya, pertama dengan upaya preventif dan kedua upaya preresif. Upaya preventif mencegah sendini mungkin agar terhindar untuk tidak melakukan pengguguran kandungan, hal ini bisa ditempuh dengan jalan.:
1. Memberikan pendidikan agama serta akhlak pada anak, memberikan sesuatu yang baik dan bisa memberi pengaruh  pada jiwa anak,
2. Mentaati terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat,
3. Diperketatnya badan sensor film terhadap film atau vidio kaset yang dianggap bisa mempengaruhi pada jiwa anak di masa tumbuh kembang.
Upaya represif, merupakan upaya akhir, untuk menanggulanginya yaitu dengan sanksi, sanksi ini berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi.
Sanksi pidana karena pelakunya melanggar norma hukum pidana yang telah diatur dalam KUHP, sedang sanksi perdata apabila pelakunya seorang dokter mereka melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pasien.
Pasal 1365 BW tiap perbuatan melanggar hukum yang bisa menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian-kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, juga dokter yang melanggar kode etiknya dan atau sumpah jabatannya bisa dikenakan sanksi administrasi.
Larangan pengguguran kandungan atau abortus  provokatus kriminalis ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 346-349 KUHP.
Pasal 346, KUHP.
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 347 (1) KUHP.
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan  pidana  penjara palinglama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lima belas tahun.
Pasal 348 (1) KUHP.
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun  enam bulan.
(2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349 KUHP.
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat di cabut haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan  dilakukan.
Abortus provokatus kriminalis dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut di atas dapat di hukum, hukuman tersebut  merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan. Jadi melakukan pengguguran kandungan secara kriminologis merupakan penyelewengan yang harus di hukum dan aturan hukumnya sudah ditentukan di dalam pasal-pasal yang mengaturkan.
B. 
Hubungan Ilmu Kedokteran dan Ilmu Hukum Pidana dalam Proses Pengaturan Abortus Provokatus
Sampai saat ini tidak sedikit orang beranggapan bahwa ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang hanya digunakan untuk pengobatan terhadap mereka yang menderita sakit karena dia tahu benar bahwa dokterlah yang secara ilmiah mampu untuk menyembuhkan orang sakit. Namun tidak sedikit di dalam masyarakat orang yang menderita sakit justru minta pertolongan kepada orang secara ilmiah tidak bisa memberikan pertolongan, seperti pada dukun, ahli tradisional dan sebagainya.
Ilmu kedokteran disamping digunakan untuk pengobatan juga bisa digunakan untuk membantu memperjelas keterangan-ketarangan untuk kebenaran dalam ilmu hukum dan proses peradilan. Kebenaran ini bisa mendukung hakim dalam menetapkan keputusannya, mengingat keterangan-ketarangan tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah dan meyakinkan. 
Di negara-negara yang telah maju teknologinya kita akan menjumpai kasus-kasus pembunuhan yang misterius, yang seperti mati wajar nampaknya dan sulit mencari jejak si pelaku, sebaliknya pula bila kita melihat arsip-arsip kematian di rumah-rumah sakit besar dapat di temui pula mayat-mayat yang nampaknya dari luar seperti korban pembunuhan padahal mati karena penyakit tertentu. Kasus-kasus yang rumit dan pelik seperti tersebut di atas penting sekali digunakan ilmu bantu yang lain yaitu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran yang dapat digunakan untuk membantu mencari kebenaran dalam peradilan disebut ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedoktaran kehakiman.
Dengan digunakan ilmu kedokteran forensik maka setidak-tidaknya akan mengurangi atau mungkin menghilangkan sama sekali kekeliruan aparat penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara. Tidak jarang seorang dicurigai dan di tangkap karena melakukan kejahatan, akhirnya harus mendekam dalam penjara padahal tidak bersalah, hal ini disebabkan sulitnya menyingkap tabir kejahatan dan misterius yang tidak di ketahui. Untuk itu perlu dikembangkan ilmu pengetahuan untuk menyidik kejahatan yang canggih, sebab dengan ilmu pengetahuan penyidik kejahatan yang canggih dapat dimungkinkan untuk diketahui siapa sebenarnya yang berbuat suatu kejahatan. Dengan demikian akan terwujud harapan masyarakat dan harapan hukum itu sendiri yakni menghukum yang bersalah dan melepaskan yang tidak bersalah. 
Kemajuan ilmu kedokteran yang diikuti dengan teknologi modern tidak selamanya membantu mempermudah dokter dalam melaksanakan profesinya. Dokter di dalam menjalankan pekerjaan profesinya sering dihadapkan oleh problem yang berkaitan dengan hukum yang berlaku dan sulit di tempuh jalan keluarnya. Satu sisi kemajuan ilmu kedokteran telah mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan diagnostik dan terapi sampai kepada batasan yang tidak terbayangkan sebelumnya, namun disisi lain tidak selalu mampu menyelesaikan masalah medis seorang penderita dalam arti luas problem kesehatan di masyarakat. 
Segera operasional pelaksanaan profesi kedokteran tidak sedikit yang menyangkut nilai-nilai moral agama, norma hukum, juga etika kedokteran itu sendiri. Sehingga untuk merumuskan proses pengaturan hukum mengenai hal yang berhubungan dengan kemajuan ilmu kedokteran, agar tidak mengalami hambatan diperlukan keterpaduan berbagai disiplin ilmu yang lain seperti ilmu hukum, Ilmu agama, psikologi, kriminologi, dan sebagainya. 
Secara yuridis KUHP memang mencantumkan beberapa hal yang menyangkut profesi kedokteranDan dalam KUHP tersbut terdapat pasal-pasal tentang larangan pengguguran kandungan yaitu :
Pasal 346 KUHP
Wanita yang sengaja menggugurkan  kandungan atau menyuruh orang lain diancam hukuman penjara empat tahun.
       Pasal 347 KUHP
Dokter yang sengaja menggugurkan kandungan tanpa sepengetahuan si wanita diancam hukuman penjara dua belas tahun penjara, jika berakibat mati lima belas tahun.
Pasal 348 KUHP
Dokter menggugurkan kandungan dengan sepengetahuan si wanita diancam lima tahun enam bulan, tujuh tahun penjara jika berakibat mati.
Pasal 349 KUHP  
Para Dokter / bidan atau juru obat membantu / terlibat dalam kejahatantersebut di atas ancaman pidananya ditambah sepertiga dan juga dapat dicabuthaknya untuk menjalankan praktek.
Dari pasal-pasal tersebut di atas dengan tegas melarang semua bentuk abortus atau pengguguran kandungan tanpa kecuali. Ternyata nampak bahwa aturan hukum yang mengatur tentang larangan pengguguran kandungan sudah ketinggalan zaman dan tidak efektif. Hal ini terlihat atau terbukti bahwa dalam praktek kedokteran abortus yang dilakukan dengan alasan medis atau untuk menjaga kesehatan wanita yang hamil ternyata diperbolehkan. Dengan demikian timbul suatu kekaburan pandangan yuridis, kekaburan tersebut dalam KUHP, pasal-pasalnya tidak membedakan antara abortus provokatus kriminalis dan abortus dengan indikasi medis. 
Agar hukum itu mempunyai kepastian serta kewibawaan maka dituntut adanya peraturan dan pengaturan terhadap abortus provokatus yang diwujudkan dalam bentuk Undang-undang. Hanya saja seperti penulis paparkan di atas, proses membentukan dan pengaturannya bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja tetapi perlu adanya sumbangsih dari disiplin ilmu yang lain. 
Kebanyakan negara-negara di dunia dalam melegalisasikan abortus berbeda antara negara yang satu dengan negara lainya. Mulai dari yang memegang teguh dengan ketat  hanya atas dasar indikasi medis saja, ada yang mengakui indikasi medis di tambah indikasi eugenetik, indikasi psikiatris ada pula Undang-undang abortus yang sangat liberalbahkan ada yang membebaskan sama sekali terserah dokter dan pasiennya.
Pada umumnya negara-negara mengadakan perubahan-perubahan hukum abortus dengan salah satu tujuan sebagai berikut :
1. Untuk melindungi dengan hukum para medisi yang melakukan  abortus atas indikasi medis,
2. Untuk mencegah atau mengurangi kejahatan abortus kriminalis,
3. Untuk mengendalikan pertambahan penduduk,
4. Untuk melindungi hak wanita menentukan sendiri nasib darikehamilan yang dikandungnya,
5. Untuk memenuhi desakan masyarakat.
Seminar Kriminologi kedua di semarang yangdiadakan oleh Universitas Diponegoro untuk melindungi dokter dalam melakukan abortus provokatus untuk kepentingan medis  atau pengobatan, serta agar dokter merasa aman dan tidak dihantui perasaan takut maka usaha melegalisasikan abortus tersebut di negara kita sudah dilakukan, Usaha itu dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti simposium abortus yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia cabang Jakarta pada tahun 1964, pada tahun 1972 Seminar, juga simposium abortus di Surabaya   pada tahun 1973.

           Usaha untuk mengadakan pengaturan abortus provokatus melalui dan  simposium itu sudah benar, sebab dalam seminar atau simposium tersebut telah diikut sertakan dari berbagai macam ahli diantaranya ahli agama, kedokteran, hukum dan ahli ilmu sosial lainnya. Alasan-alasan danpendapat mana atau bagaimana menurut beliau berdasarkan disiplin ilmu mereka masing-masing bisa untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan agar abortus provokatus, diatur didalam suatu peraturan, dan abortus yang bagaimana bisa di katakan menghilangkan sifat melawan hukumnya. Dari hasil-hasil seminar atau simposium itu, berkesimpulan hanya dokter yang dibenarkan melakukan abortus provokatus untuk alasan medis atau kesehatan.
Abortus provokatus yang dilakukan oleh dokter atas dasar pertimbangan medis dapat dibenarkan oleh hukum pidana, Walaupun hukum pidana dalam pasal-pasalnya melarang dengan tegas melakukan abortus tanpa kecuali. Hukum pidana membenarkan abortus provokatus atas dasar pertimbangan medis ini karena dalam teori ilmu hukum pidana dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum yang materiil, dalam fungsi yang negatif artinya memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam rumusan Undang-undang toh tidak merupakan perbuatan pidana menurut hukum.
Agar proses pengaturan abortus provokatus segera terwujud dan bisa diterima oleh semua pihak, serta dikehendaki oleh masyarakat maka alasan- alasan dalam ilmu kedokteran sangat menentukan sehingga dokter yang melakukan abortus provokatus merasa mendapat perlindungan hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
PEMBAHASAN
A. Proses Penyelesaian Perkara Abortus Provokatus Kriminalis dan Medisinalis
Seperti kita ketahui bahwa kejahatan yang menyangkut abortus provokatus kriminalis itu sulit di ketahui oleh aparat penegak hukum. Khususnya polisi sebagai petugas penyidik, maka abortus provokatus kriminalis dapat dituntut apabila benar-benar kejahatan itu sudah di ketahui. Untuk mengetahui kejahatan abortus provokatus kriminalis itu tidak jarang terlebih dahulu setelah mendapat laporan dari masyarakat. Karena kejahatan ini dilakukan terhadap janin manusia yang ada dalam kandungan dan masih berujud darah, maka biasanya dalam masyarakat janin itu diketahui dalam keadaan sudah terkubur atau dibuang ke sungai.
Polisi selaku petugas penyidik, setelah mengetahui atau mendengar laporan kejahatan abortus provokatus kriminalis, maka langkah pertama mendatangi tempat kejadian dimana kejahatan dilakukan, Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya penyidikan terhadap kejahatan adalah mencari bukti-bukti yang kuat, untuk menentukan suatu apakah merupakan kejahatan atau bukan. Apabila ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan abortus provokatus kriminalis maka mencari siapa pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya polisi tersebut mencari keterangan-keterangan 
kepada orang-orang yang mengetahui perbuatan itu dilakukan, juga barang bukti sebagai bukti-bukti yang meyakinkan.
Selanjutnya polisi melakukan penangkapan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Orang yang melakukan kejahatan itu bila diperlukan bisa dilakukan penahanan, atau tidak itu tergantung dari pengamatan petugas yang bersangkutan.Apabila dilakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan tersebut, harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Persyaratan itu antara laian sebagai berikut :
1. Syarat-syarat Formal;
2. Syarat-syarat Subyektif;
3. Syarat-syarat Obyektif;
Syarat-syarat Folmal, yaitu :
Adanya surat perintah penahanan yang memuat identitas terdakwa atau tersangka dan juga memuat tentang alasan-alasan perkara yang dituduhkan kepada terdakwa.
Syarat-syarat Subyektif, meliputi :
1. Adanya dugaan keras bahwa tersangka telah melakukan perbuatan pidana dengan bukti yang cukup.
2. Adanya dugaan keras atau adanya kekhawatiran bahwa tersangka / terdakwa akan melarikan diri, dan akan merusak barang bukti.
3. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melakukan perbuatan pidana lagi.
Syarat-syarat yang obyektif, meliputi :
1. Bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
2. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4b KUHAP.
Kemudian pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, dimintai keterangan, untuk memperkuat kebenaran tuntutan nanti, perlu didengar keterangan saksi. Saksi termasuk saksi ahli yang mengetahui dan bisa memperjelas perbuatan-perbuatan itu dilakukan. Bila dirasa sudah cukup, bukti meyakinkan kebenarannya maka oleh polisi berkas tersebut dikirim ke ke jaksaan untuk dibacakan dlam sidang. Akan tetapi kalau proses verbal dari kepolisian dinilai kurang memenuhi persyaratan-persyaratan, maka oleh jaksa dikembalikan pada kepolisian semula untuk diperbaiki dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk jaksa.
Dalam hal penyidikan, setelah polisi selesai melakukan penyidikan maka polisi maka polisi segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian dalam waktu tujuh hari jaksa harus memberikan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum, bila penyidikan sudah lengkap, penyidik segera menyerahkan tanggungjawab atas tersangka sekalian barang bukti kepada penuntut umum, Pengembalian berkas perkara oleh jaksa kepada penyidik, karena dianggap kurang lengkap disebut pra penuntutan.
Surat penuntutan yang dibuat oleh jaksa selaku penuntut umum harus memuat tentang nama dan tempat instansi yang mengajukan tuduhan. Juga bagian hukum yang dilanggar dengan menyebut pasal-pasal peraturan, disertai dengan ancaman pidana dari Undang-undang yang bersangkutan. Di samping itu harus juga memuat peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan menyebutkan nama tertuduh, waktu dan tempat perbuatan pidana terjadi, serta keterangan-keterangan lain yang relevan dengan esensi peraturan yang dilanggar.
Setelah dirasa cukup, maka perkara ini atau surat tuduhan itu akan dibacakan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam sidang pengadilan, untuk dibuktikan kebenarannya.
Setelah penulis menguraikan secara singkat proses penyelesaian atau penuntutan perkara abortus provokatus kriminalis, selanjutnya bagaimana proses penyelesaian perkara abortus medisinalis.
Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa abortus dengan alasan medis di benarkan atau di perbolehkan maka penyelesaiannya tidk dituntut di pengadilan. Perbuatan dokter dalam melakukan pengguguran kandungan, bisa dikatakan sebagai pertimbangan medis apabila perbuatan tersebut memenuhi persaratan sebagai berikut :
a. Dokter ahli yang boleh melakukan pengguguran kandungan;
b. Rumah Sakit tempat dilakukan pengguguran kandungan;
c. Jenis penyakit atau rohani menjadi pertimbangannya;
d. Pengguguran sebelum dilakukan harus sudah mendapat persetujuan tertulis dari wanita atau suami atau ahli warisnya;
e. Pengguguran dilakukan harus oleh tim dokter ahli;
f. Harus disertakan dokter ahli yang menerangkan jenis penyakit penderita yang bisa digunakan sebagai alasan untuk melakukan pengguguran.
Perbuatan abortus provokatus berdasarkan pertimbangan medis, yang dilakukan oleh dokter tidak dituntut di Pengadilan karena di dalam praktek kedokteran perbuatan itu sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran, di samping itu aparat penegak hukum menilai persaratan-persaratan yang digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan abortus merupakan perbuatan wajar dan logis dilakukan, sehingga abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar pertimbangan medis, bukan merupakan perbuatan yang berlawan dengan hukum pidana, bahkan merupakan perbuatan atau tindakan  yang dapat dibenarkan oleh hukum pidana. Dalam praktek aparat penegak hukum menggunakan ajaran atau teori ilmu hukum yakni, ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, artinya meskipun perbuatan dokter tersebut bertentangan atau dilarang oleh Undang-undang namun dalam masyarakat di nilai bukan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.
Perkara baru timbul setelah dari pihak pasien, merasa mendapat pelayanan medis yanag tidak wajar. Bisa juga karena dokter melakukan malapraktek, atau melakukan kekeliruan atau kelalaian sehingga mengakibatkan fatal bagi pasien.
Pihak kepolisian atau kejaksaan, dituntut untuk  kerja keras dan cermat, mencari apakah dokter tersebut sudah melakukan pekerjaannya secara wajar atau belum, juga apakah dokter dalam melakukan pengguguran sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh rumah sakit atau persyaratan yang diberikan oleh hukum klesehatan.
Untuk menentukan bahwa dokter telah melakukan, kesalahan atau kelalaian, merupakan pekerjaan yang sulit, apabila dilakukan oleh jaksa atau polisi. Dalam keadaan seperti ini polisi ataupun jaksa bisa minta ketarangan dari dokter lain, atau diserahkan dulu pada mahkamah kehormatan etik kedokteran, untuk mendapatkan ketarangan yang benar.
Apabila berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran, meyakinkan kebenarannya, bahwa dokter dalam melakukan abortus provokatus medisinalis melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga melanggar norma hukum pidana, maka dokter tersbut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Setelah yakin bahwa dokter melakukan kesalahan dan melanggar norma hukum pidana, maka proses penyelesaian yang dilakukan samasebagaimana dalam proses penuntutan atau penyelesaian kasus abortus kriminalis.
B. 
Perlindungan Hukum Bagi Profesi Kedokteran Mengenai Tanggung Jawab Pidana
Akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang masalah dokter yang diajukan ke meja hijau dengan tuduhan karena melakukan perbuatan pidana. Reaksi yang gencar timbul dari kalangan dokter itu sendiri, juga Ikatan Dokter Indonesia yang pada dasarnya merasa keberatan bahwa rekan seprofesinya mendapat hukuman. Kekhawatiran lain juga timbul kalau hal yang dialami oleh rekan sejawatnya akan menimpa pada dirinya. Karena dokter merasa tidak aman di dalam menjalankan pekerjaan profesinya, juga putusan pengadilan dinilai kurang bisa memberikan keadilan maka banyak dikalangan dokter sendiri menghendaki adanya pengadilan profesi.
Di negara Indonesia, sebagai negara berkembang masalah pekerjaan profesi dokter diikuti oleh teknologi maju amatlah sulit penyelesaiannya terhadap hal-hal yang ada hubungannya dengan hukum dan keadilan. Perlindungan hukum pidana terhadap dokter harus ada, sebab tidak semua pekerjaan dan perbuatan dokter yang menimbulkan kerugian, cacat atau mati merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum pidana. Hukum pidana beserta aparat penegak hukumnya tidak mudah untuk menuduh dokter melakukan kesalahan atau kealpaan sehingga menimbulkan cacad atau mati seorang penderita atau pasien. Bisa jadi perbuatan yang dilakukan oleh dokter, oleh hukum dinilai sebagai perbuatan yang tidak wajar walaupun sebenarnya menurut pandangan dokter sesuai dengan perkembangan ilmunnya merupakan perbuatan yang wajar dilakukan.
Abortus yang boleh dilakukan menurut dr. Bernadus Dirgantoro, Sp.Og adalah janin yang baru berusia dibawah 20-24 minggu itupun harus dilakukan atas pertimbangan medis seperti kondisi si ibu mengalami lemah jantung dan juga dilakukan dokter ahli dibidangannya.
Dalam kitab Undang-undang hukum pidana atau KUHP pasal-pasal yang sering menimbulkan persoalan dan sulit untuk mencari jalan keluarnya adalah pasal 359, 360, 361 KUHP.
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :
1. Kejahatan di kota-kota besar seperti pembunuhan kejahatan terhadap kesusilaan termasuk sexs juga abortus provokatus sering dilakukan. Kejahatan seperti abortus provokatus, bukan berarti tidak ada di kota-kota kecil atau di desa-desa, hanya saja metode dan sifat kejahatan juga prosentasenya yang berbeda. Di kota-kota besar pergaulan antara remaja sudah begitu bebasnya, lebih mudahnya menerima budaya asing dengan tanpa disaring lebih dahulu dan bersifat negatif, sehingga norma-norma agama, etik dan kesusilaan nampak kabur, sementara itu di kota-kota kecil atau di desa-desa sebagian masyarakat masih memandang tahu kalau berbicara menyinggung masalah sexs dan atau kesusilaan, ini merupakan sebagian kecil saja untuk membedakan kejahatan abortus provokatus yang terjadi di desa dan kota. Jadi abortus provokatus yang terjadi di desa dan dikota, baik sifat maupun metodenya sedikit banyak ada perbedaannya. Abortus provokatus sebagaimana penulis uraikan pada bab-bab terdahulu bahwa abortus itu tidak hanya bersifat kriminalis, tapi juga bersifat medisinalis. Akan tetapi dalam masyarakat atau kenyataan sosial karena di negara kita hukum dan Undang-undang masih melarang adanya abortus provokatus, maka abortus provokatus kriminalis sering terjadi. Abortus provokatus kriminalis maupun abortus provokatus medisinalis bukan merupakan golongan muda-mudi, tetapi juga golongan tua yang sudah mempunyai anak banyak maupun anak sedikit. Tua dalam maaih mampu melahirkan anak akan tetapi kehamilannya tidk dikehendaki karena faktor ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Bisa juga terjadi oleh orang tua yang sudah berkeluarga ataupun muda-mudi, karena hubungan gelap juga karena akibat diperkosa dan sebagainya. 
2. Abortus dibagi atas abortus spontan/alamiah dan aborsi provokatus (buatan). Dalam perundang-undangan Indonesia, pengaturan tentang abortus terdapat dalam undang-undang yaitu KUHP dan UU kesehatan. Dalam KUHP dan UU kesehatan diancam hukuman melakukan abortus ( pengguguran kandungan ), sedangkan abortus buatan legal ( medisinalis ) diatur dalam UU ksehatan.
3. Kalau dokter sudah melakukan kemampuannya serta pengalamannya secara wajar maka harus mendapat perlindungan hukum dan perlindungan hukum pidana terhadap profesi kedokteran diberikan harus dengan hati-hati agar tidak merugikan para pihak, juga mengingat dalam hukum kedokteran sampai ini belum ada perlindungan bagi dokter atau pasien. Demikian pula peraturan hukum yang menyangkut kepentingan kesehatan, sudah banyak yang tidak relevan lagi untuk melindungi para pihak dalam sistem kesehatan dengan teknologi maju. Akhirnya hukum pidana melalui aparat penegak hukumnya, dituntut untuk lebih kreatif dalam mempelajari dan mengikuti perkembangan hukum modern yang selalu menyesuaikan perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat.
B. Saran-saran
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
1.  Karena abortus provokatus itu di masyarakat terjadi sering kali akibat hubungan di luar pernikahan, maka untuk membatasi atau menghindarkan perbuatan abortus provokatus kriminalis harus menganggap atau menilai bahwa hubungan sexs diluar pernikahan itu sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi perdata. Abortus provokatus kriminalis dilakukan oleh orang yang pertama sangat rendah pengetahuan agamanya, kedua sangat rendah kesadaran hukumnya. Untuk itu perlu lebih di galakkan lagi penyuluhan-penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, dengan memberi materi tentang abortus provokatus sehingga masyarakat akan lebih banyak mengerti perseoalan abortus.
2. Dokter sebagai anggota masyarakat yang juga menginginkan terwujudnya masyarakat adil makmur sejahtera tentram bahagia, maka dokter harus benar-benar memegang teguh kode etik susila kedokteran. Sumpah serta kode etik penulis maksudnya adalah bahwa setiap dokter wajib senantiasa menginsafi pentingnya memelihara hidup insani dari saat pembuahaan sampai kepada saat meninggalnya. Dokter hanya boleh melakukan pengguguran kandungan apa bila benar-benar untuk kepentingan pengobatan atau untuk menyelamatkan jiwa wanita yang mengandung, dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
3. Untuk menjaga kewibawaan serta kepastian hukum, seharusnya abortus provokatus atau pengguguran kandungan berdasarkan indikasi medis, segeralah di bentuk aturan hukum yang bersifat legal, untuk menghindari kekaburan hukum yang mengaturnya. Dalam undang-undang hukum pidana mengenai abortus provokatus untuk kepentingan kesehatan atau medisinalis. 
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